
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 42 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERIAN PEMBEBASAN DENDA RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM 

ATAS KETERLAMBATAN PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARi JADI KOTA BLITAR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 155 Ayat (2) dan Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah serta dalam rangka memperingati Harl 

Harl Jadi Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Peringatan 

Harl - Harl Bersejarah Di Kota Blitar, maka perlu membentuk 

Peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan Denda 

Retribusi Pelayanan Jasa Umum Atas Keterlambatan 

Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan Dalam 

Rangka Memperingati Harl Jadi Kota Blitar 

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 



2 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5475); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 



Menetapkan 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 

2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201 7 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8); 

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukanan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukanan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2019 Nomor 2) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN 

DENDA RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM ATAS 

KETERLAMBATAN PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI 

KOTABLITAR 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Blitar 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kota Blitar 

6. Perangkat Daerah yang membidangi dalam peraturan Walikota ini adalah 

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil atau dengan istilah lainnya di lingkungan Pemerintah 

Kata Blitar 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

10. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan 

11. Pembebasan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Umum dalam peraturan 

Walikota ini adalah Pembebasan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Umum 

Atas Keterlambatan Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan 

Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Blitar yang berlaku mulai 

tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni pada setiap tahunnya 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu 
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Pasal 2 

Dengan peraturan ini ditetapkan tentang Pemberian Pembebasan Denda 

Retribusi Pelayanan Jasa Umum Atas Keterlambatan Pengurusan Dokumen 

Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Memperingati Harl Jadi Kota Blitar 

Pasal 3 

Untuk melaksanakan Pasal 2, maka perangkat daerah yang membidangi 

melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan atas Peraturan 

W alikota ini. 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala perangkat daerah yang 

,,,--,\ membidangi sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada 

Peraturan Perundang-undangan. 

( \ 
I • 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Diundangkan di Kota Blitar 

Pada tanggal 18 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

RUDY WIJONARKO 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 18 Juli 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 42 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 

AHMAD TOBRONI, SH. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19670909 199803 1 008 
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